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Latar Belakang

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan penyakit sosial sifatnya
struktural yang biasanya sering dilakukan oleh mereka yang mempunyai
strata sosial yang cukup baik bahkan pendidikannya pun juga cukup tinggi.
Penyebab timbulnya tindak pidana korupsi disebabkan oleh antara lain tidak
adanya ketertiban dalam segala bidang, lemahnya organisasi aparatur
pemerintahan, aparatur penegak hukum dan peradilan maupun aparatur
perekonomian negara, lemahnya pengawasan, dan sebagainya. Selain
sebagaimana faktor tersebut diatas, hal yang mendorong perbuatan korupsi
adalah sifat-sifat perorangan: mental yang lemah, moral yang rendah dan
nafsu duniawi yang tidak terkendali." Korupsi sudah menjadi bagian dari
“‘sistem” yang ada, karenanya usaha maksimal bagi penegakan hukum,
khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan
pendekatan sistem yang dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang
sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam
proses akhir pemberantasan korupsi.

Selain penindakan kasus-kasus korupsi, untuk mengurangi angka
korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme pencegahan tindak
pidana korupsi dimana dapat dilakukan kebijakan criminal melalui
pendekatan non penal. Peran kebijakan kriminal salah satunya dilakukan
melalui kampanye anti korupsi sebagai bagian dari pencegahan tindak
pidana korupsi, antara lain dapat dilakukan dengan membudayakan anti
korupsi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dapat
dilakukan khususnya melalui pendidikan formal dari berbagai jenjang
pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, termasuk juga
organisasi masyarakat (NU, Muhammadiyah, Walubi, Ormas Keagamaan
lainnya), tokoh masyarakat, pers dan institusi lainnya karena korupsi di
Indonesia menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan
pembangunan nasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah digolongkan sebagai salah
satu kejahatan luar biasa atau exfraordinary crimes, hal ini karena alasan-
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alasan sebagai berikut: a. korupsi sudah berakar di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, b. korupsi telah berkembang sedemikian
pesatnya, hal ini bukan hanya sebagai masalah hukum semata tetapi juga
sesungguhnya termasuk pelanggaran atas hak-hak ekonomi sosial
masyarakat Indonesia, c. selama 4 (empat) Pelita terjadi kebocoran APBN
sebesar 30% yang mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial
dalam kehidupan masyarakat semakin besar, hal ini karena sebagian rakyat
untuk haknya tidak dapat menikmati yang seharusnya ia peroleh, d.
penegakan hukum tindak pidana korupsi telah diberlakukannya secara
diskriminatif baik dalam status sosial ataupun latar belakang dari politik
seorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, e. korupsi yang ada di
Indonesia terutama pada era perdagangan global saat ini adalah sebagai
hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta.

Selanjutnya oleh karena korupsi merupakan penyakit sosial masyarakat
yang disebabkan karena soal mental, maka penanggulangannya harus
melibatkan juga peran serta aktif masyarakat dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi. Adapun Peran serta masyarakat telah diatur dalam Pasal 8
ayat 1 UU Rl Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang menyatakan bahwa
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan
tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara
yang bersih. Kemudian peran serta masyarakat telah pula diatur lebih lanjut
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Rl No.68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara, yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan Negara, dimana menyatakan bahwa masyarakat dalam
peran serta untuk terwujudnya Penyelenggara Negara yang bersih dapat
dilaksanakan dalam bentuk:

a. Hak memperoleh, mencari dan memberikan informasi yang terkait
penyelenggara Negara;
b. Hak yang sama dan adil untuk memperoleh pelayanan dalam

Penyelenggara Negara;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat dengan bertanggungjawab
dalam kebijakan terhadap penyelenggara Negara;dan
d. Hak memperoleh perlindungan dalam hal :



1). Melaksanakan haknya yang sebagaimana dimaksud didalam
huruf a, b, dan c;

2). Meminta hadir untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang
pengadilan menjadi saksi pelapor, saksi atau saksi ahli yang
sesuai dalam ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-
undangan.

Maraknya perilaku korupsi yang terjadi dalam berbagai sektor, tentu
akan sangat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia
terutama terkait aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Ketahanan
nasional Indonesia dapat terancam dan mengalami gangguan dengan
maraknya perilaku korupsi dan untuk menjamin identitas, integritas,
kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta untuk mencapai tujuan
nasionalnya yang salah satu modalnya berasal dari uang hasil tindak pidana
korupsi.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadi kelemahan
ketahanan nasional bangsa Indonesia, adalah adanya faktor korupsi yang
masih marak terjadi dalam penyelenggaraan menajamen pengelolaan
pemerintahan sehingga diperlukan strategi pembinaan masyarakat agar
dapat meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia yang disebabkan
karena adanya perilaku dan/atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh
sebagaian oknum penyelenggara Negara/pegawai negeri atau bahkan oleh
oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompoknya
atau bahkan korporasi. Peran serta masyarakat untuk mencegah perilaku
koruptif dinilai belum optimal berperan dalam usaha pencegahan tindak
pidana korupsi, sehingga hal ini akan berdampak kepada ketahanan nasional
bangsa Indonesia. Kondisi tersebut juga dipicu salah satunya peraturan
perundang-undangan yang ada belum mampu meningkatkan budaya anti
korupsi.

Pengaturan tentang budaya anti korupsi masih belum secara eksplisit
diatur  dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan sektor
pendidikan baik terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam peraturan perundnag-
undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur
dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum adanya
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pengaturan secara eksplisit tentang budaya anti korupsi dan pendidikan anti
korupsi dalam kebijakan sektor pendidikan menjadi salah satu penyebab
belum optimalnya upaya mengatasi masalah korupsi sebagai tindak lanjut
upaya untuk melakukan pencegahan tindak korupsi di tengah maraknya
perilaku korupsi yang dilakukan oleh para oknum penyelenggara Negara
maupun juga masyarakat secara luas.

Salah satu cara untuk menanamkan dan menumbuhkan budaya anti
korupsi dapat dilakukan melalui sektor pendidikan dari semua jenjang
pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar
dapat meningkatkan keuletan dan ketangguhan masa depan bangsa
sehingga terhindar dari praktek-praktek perilaku koruptif yang pada akhirnya
akan mempengaruhi ketahanan nasional.

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang tersebut diatas, perlu
dikaji sebagai tugas akhir pada Pendidikan PPSA 23 Lemhanas Rl dengan
judul: “Penanaman Budaya Anti Korupsi Melalui Pendidikan Guna
Meningkatkan Ketahanan Nasional.”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat dikemukakan

Permasalahan “Bagaimanakah Penanaman Budaya Anti Korupsi Melalui

Pendidikan Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional?”

Agar penulisan Taskap sesuai judul tersebut diatas untuk lebih fokus
dan terarah perlu dikemukakan beberapa pertanyaan kajian dalam penulisan
Taskap sesuai judul tersebut diatas sebagai berikut:

a. Bagaimanakah metode penanaman budaya anti korupsi melalui sector
pendidikan dari jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD,
SMP/Sederajat, SMA/Sederajat), serta jenjang perguruan tinggi?

b. Bagaimana strategi penanaman budaya anti korupsi oleh pemangku
kebijakan agar dapat meningkatkan ketahanan nasional?

c. Bagaimanakah hubungan budaya anti korupsi dengan ketahanan
nasional bangsa Indonesia dan faktor apakah yang dapat
meningkatkan ketahanan nasional?

Maksud Dan Tujuan



Maksud
Maksud penulisan Taskap sebagaimana judul tersebut diatas

untuk menggambarkan dan menganalisis tentang hal-hal sebagai

sebagai berikut:

1)  Metode penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan
pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar
hingga perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di Indonesia.

2) Strategi penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan
agar dapat meningkatkan ketahanan nasional.

Tujuan
Tujuan penulisan Taskap sesuai judul diatas dimaksudkan untuk

memberikan masukan bagi pemangku kebijakan khususnya terkait:

1)  Metode penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan
pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar
hingga perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di Indonesia.

2) Strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi melalui sektor
pendidikan agar dapat meningkatkan ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup Dan Sistematika

a.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Taskap sesuai judul
diatas difokuskan pada penanaman budaya anti korupsi melalui
pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar
hingga jenjang pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan
ketahanan nasional.

Sistematika

Sistematika penulisan Taskap sebagaimana judul tersebut terdiri
dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan, yang berisi: latar belakang, rumusan masalah,
maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan
pendekatan, pengertian.



Bab Il Tinjauan Pustaka, yang berisi: fakta maraknya korupsi di
Indonesia, budaya anti korupsi dan ketahanan nasional, pengaturan
tentang budaya anti korupsi.

Bab Ill Pembahasan, yang berisi: penanaman budaya anti korupsi
melalui sektor pendidikan, strategi kebijakan dalam penanaman budaya
anti korupsi melalui sektor pendidikan dan pengaruhnya terhadap
ketahanan nasional.

Bab IV Penutup, yang berisi: simpulan dan rekomendasi.

5. Metode Dan Pendekatan

a.

Metode

Metode penulisan taskap sesuai judul tersebut diatas dilakukan
dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Adapun
data yang diperoleh dalam penelitian dengan metode analisis kualitatif
ini dilakukan dengan menekankan pengumpulan data melalui penelitian
kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder, baik yang berasal dari
perpustakaan di Labkurtannas Lemhannas RI, perpustakaan di KPK,
perpustakaan nasional, dan juga melalui media online lainnya terutama
yang berasal dari jurnal ilmiah.

Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap sesuai judul
tersebut diatas dilakukan dengan pendekatan perspektif nasional
khususnya terkait dengan strategi kebijakan nasional dalam
penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan pada semua
jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi
dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Adapun analisis yang
dilakukan dalam penulisan Taskap sesuai judul tersebut diatas,
menggunakan analisis multidisiplin ilmu antara lain: ilmu hukum,
kebijakan publik, budaya anti korupsi, ketahanan nasional dan juga
peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan beberapa teori
antara lain sebagai berikut:
1)  Teori budaya anti korupsi
2)  Kebijakan publik
3) Peraturan perundang-undangan
4) Ketahanan nasional



Disamping teori-teori sebagaimana tersebut diatas dalam
penulisan Taskap ini juga didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang relevan dalam pembahasan Taskap ini yang meliputi:

1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Rl Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Rl No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) UU Rl Nomor. 20 Tahun 2003 téntang Sistem Pendidikan
Nasional

3) UU RI Nomor. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons
Convention Against Corruption.

4) UU RI Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

6. Pengertian

Definisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan Taskap sesuai

judul sebagaimana tersebut diatas meliputi istilah-istilah sebagaimana
berikut:

a.

Penanaman Budaya Anti Korupsi adalah penanaman nilai atau watak
anti korupsi yang dimulai dengan menanamkan nilai kejujuran agar
menumbuhkan kesadaran kolektif setiap warga tentang pentingnya
pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan dimana bahwa jenjang
pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan
tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar atau
sederajat dan tiga tahun di Sekolah Menegah Pertama atau sederajat.



Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi
lulusan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan
hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam
sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam
dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lama pendidikan yaitu tiga tahun,
bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas: Sekolah Menengah
Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Keagamaan,
Sekolah Menengah Kedinasan, Sekolah Menengah Luar Biasa.
Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang
dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu
pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Strategi Kebijakan adalah rencana yang komprehensif, untuk
mencapai tujuan organisasi dengan prinsip panduan dalam membantu
organisasi untuk mengambil keputusan yang logis.

Budaya Anti Korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam
menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini yang meliputi nilai-nilai: jujur,
peduli, mandiri, disiplin, tanggung- jawab, kerja keras, sederhana,
berani, adil dari dalam diri individu.

Sismennas adalah Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS) adalah
sistem manajemen yang diterapkan dalam organisai negara dengan
dukungan Sistem Informasi Manajamen Nasional (SIMNAS) sebagai
subsistem dari SISMENNAS dalam mendukung proses pengambilan
keputusan.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang
berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta
mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari
dalam maupun luar negeri.
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